




Hasil dari mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
di Apotek Savira Surabaya sejak tanggal 25 Januari sampai dengan 
27 Februari 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Apotek merupakan tempat dilakukannya pelayanan kesehatan dan 
tempat praktek kerja kefarmasian seorang apoteker yang dapat 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
2. Seorang Apoteker wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang teknik kefarmasian, memiliki kemampuan dalam 
manajemen apotek, teknik komunikasi dan hubungan sosial yang 
baik, dan pengelolaan sumber daya manusia. 
3. Seorang Apoteker wajib memberikan pelayanan kefarmasian 
secara profesional kepada masyarakat, yang meliputi pelayanan 
obat atas resep dokter, pelayanan swamedikasi, pemberian 
informasi terhadap obat, bahan obat, obat tradisional dan 
perbekalan kesehatan lainnya. 
4. Seorang Apoteker dapat mengetahui peran dan fungsi apoteker 
dalam kegiatan kefarmasian di apotek, terutama sebagai 
penunjang dalam memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi, 
dan Edukasi (KIE) kepada pasien untuk menjamin penggunaan 
obat dengan benar, aman dan rasional sehingga tujuan terapi 
dapat tercapai dan menghindari terjadinya kesalahan penggunaan 
obat dan penyalahgunaan obat. 
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5. Seorang Apoteker harus mampu mengendalikan pelayanan resep 
maupun non-resep, mulai dari awal dan diverifikasi secara 
berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan 
6. Seorang Apoteker harus mampu menjadi seorang pemimpin, 
pengambil keputusan serta harus mampu menjalankan atau 
mengelola sistem manajemen apotek, meliputi perencanaan, 
penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, 
pemeliharaan, penyaluran, pengawasan sampai dengan 
pemusnahan. 
6.2. SARAN 
Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Apotek Savira Surabaya, dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa calon apoteker perlu membekali diri dengan ilmu 
pengetahuan, ilmu meracik obat, KIE, manajemen apotek, 
pengetahuan pengadaan dan laporan, pengetahuan pelayanan 
kefarmasian danperbekalan kesehatan, undang-undang 
kefarmasian serta manajemen apotek. 
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempelajari tentang 
obat-obatan yang ada di pasaran baik dari segi dosis, potensi, 
mekanisme kerja dan cara penggunaan yang tepat. 
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan ikut secara aktif dalam 
memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat serta 
membantu secara aktif kegiatan pengelolaan manajemen di 
apotek seperti perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, 
pemusnahan, pencatatan, sampai dengan pelaporan. 
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4. Mahasiswa calon apoteker diharapkan teliti didalam 
melaksanakan segala kegiatan di apotek untuk menghindari 
kesalahan yang berakibat merugikan apotek maupun pasien. 
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